
 

 
 

 
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

 
NOMOR   8   TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

PEMERINTAH DESA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, bantuan keuangan diberikan dalam 

rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan 
Pemerintah Desa, sehingga perlu menyesuaikan Peraturan 

Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; 
 

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 

Desa; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 
 

 

 

  

SALINAN 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor  611); 

 
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1203); 
 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 

 

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  77  Tahun  2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 98); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 

46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 61); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 

121); 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  Nomor 11 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 123); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 151); 
 

16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28); 

 

17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 
Nomor 43); 

 
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PEMERINTAH DESA. 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 
43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 4 

 
Kebijakan pemberian bantuan keuangan meliputi: 
a. bantuan keuangan diberikan sebagai bentuk 

dukungan/stimulan keuangan Daerah kepada 
Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dalam 

rangka prioritas pembangunan desa, pemberdayaan 
masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan yang 

menjadi kewenangan desa; 



b. bantuan keuangan diberikan dengan mempertimbangkan 

prioritas pembangunan dan kemampuan APBD; 
c. bantuan keuangan diberikan berdasarkan jumlah 

penduduk desa; 
d. bantuan keuangan ditransfer langsung ke RKD dan 

masuk pada APB Desa; 
e. bantuan keuangan diberikan untuk kegiatan yang belum 

didanai dari sumber dana lainnya; 
f. penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; dan 

g. Pemerintah Daerah memfasilitasi dan berperan 
melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

terhadap kegiatan bantuan keuangan sesuai 
kewenangannya. 

 
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 
 

(1) Besaran bantuan keuangan ditetapkan sebagai berikut: 
a. desa yang jumlah penduduknya sampai dengan 1500 (seribu lima 

ratus) diberikan paling banyak sebesar Rp 150.000.000,- (seratus 
lima puluh juta rupiah); 

b. desa yang jumlah penduduknya 1501 (seribu lima ratus satu) sampai 

dengan 2500 (dua ribu lima ratus) diberikan paling banyak sebesar 
Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); 

c. desa yang jumlah penduduknya lebih dari 2500 (dua ribu lima ratus) 
diberikan paling banyak sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah). 
 

(2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

data bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun penganggaran yang 
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 9A 

 
Bantuan keuangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pembangunan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan berupa : 
a. pagar/talud/jalan di dalam makam; 

b. sarana dan prasarana peribadatan; 
c. sarana dan prasarana yang selain milik desa; 
d. pos keamanan lingkungan; 

e. sarana dan prasarana kelembagaan seperti balai RT/RW, gedung PKK dan 
gedung lainnya yang sejenis; dan 

f. infrastruktur lain yang bukan kewenangan desa. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

 
 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 10  Maret 2021 

 
BUPATI REMBANG, 

 
         ttd 
 

ABDUL HAFIDZ 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal  10 Maret 2021 
   

Pj. SEKRETARIS DAERAH   
KABUPATEN REMBANG, 
 

           ttd 
 

EDY SUPRIYANTA 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR  8 
 

 


